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Abstrak

AbstrakUndang-undang  pendidikan dari zaman dahulu sampai sekarang
tampaknya masih tampak adanya dikotomi pendidikan. Di mana bila dicermati bahwa
undang-undang pendidikan nasional masih membeda-bedakan antara pendidikan
umum dan pendidikan agama, padahal bila digabungkan antara ilmu agama dan
ilmu umum justru akan menciptakan kebersamaan dan juga mampu menciptakan
kehidupan yang harmonis, serasi dan seimbang. Kebijakan pemerintah tentang
sistem pendidikan nasional pada masa orde baru didasarkan pada Tap MPRS No.27,
pasal 1 tanggal 5 Juli 1966; yang menetapkan bahwa "Pendidikan agama menjadi
mata pelajaran pokok dan wajib diikuti oleh setiap murid/mahasiswa sesuai dengan
agamanya masing-masing'.
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PENDAHULUAN

Islam sebagai salah satu agama yang dipeluk oleh mayoritas
penduduk Indonesia merupakan salah satu komponen yang turut
membentuk dan mewarnai corak kehidupan masyarakat Indonesia.
Kesuksesan Islam dalam menembus dan mempengaruhi kehidupan
masyarakat Indonesia serta menjadikan dirinya sebagai agama mayoritas
merupakan prestasi luar biasa. Hal ini terlihat dari letak geografis,
dimana jarak negara Indonesia dengan negara Jazirah Arab sebagai
negara asal Islam cukup jauh. Apalagi bila dilihat sejak dimulainya proses
penyebaran Islam itu sendiri, di Indonesia belum terdapat suatu metode
atau organisasi dakwah yang dianggap cukup mapan dan efektif untuk
memperkenal-kan Islam kepada masyarakat.

Pendidikan Islam merupakan pewarisan dan perkembangan

1 Dosen Tetap STAI Yasni Muara Bungo dan Mahasiswa Program Doktor IAIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
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budaya manusia yang bersumber dan berpedoman pada ajaran dasar
agama Islam yakni al-Qur’an dan hadits. Sebagaimana dijelaskan bahwa
“dasar pendidikan Islam sudah jelas dan tegas, yaitu firman Tuhan dan
sunah Rasulullah SAW,, kalau pendidikan diibaratkan bangunan, maka
Al-Qur’an dan haditslah yang menjadi fundamennya”?

Menjadikan Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar pendidikan
Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada
keyakinan semata. Namun justru karena kebenaran yang terdapat dalam
kedua sumber tersebut dapat diterima oleh nalar manusia dan dapat di
buktikan dalam sejarah atau pengalaman kemanusiaan. Sebagai pedoman
pertama dalam Islam Al-Qur’an tidak ada sedikitpun keraguan padanya.
Ia tetap terpelihara kesucian dan kebenarannya, baik dalam pembinaan
aspek spiritual maupun aspek sosial budaya dan pendidikan. Demikian
pula dengen kebenaran hadits sebagai dasar kedua bagi pendidikan Islam.
Secara umum hadits difahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan
kepada nabi Muhammad SAW., baik berupa perkataan, perbuatan serta
ketetapannya. Dan kepribadian Rasul sebagai uswatun hasanah yaitu
contoh tauladan yang baik karena perilakunya senantiasa terpelihara
dan dikontrol oleh Allah SWT.?

Kemudian pedoman tadi dikembangkan dalam pemahaman para
ulama dalam bentuk giyas syar’i, ijma’ yang diakui, ijtihad dan tafsir
yang benar dalam bentuk hasil pemikiran yang menyeluruh dan terpadu
tentang jagad raya manusia, masyarakat dan bangsa, pengetahuan
kemanusiaan dan akhlak dengan merujuk kepada kedua sumber asal
(al-Quran dan Hadits) sebagai sumber pokok. Sehingga diharapkan
dari hasil pendidikan tersebut terbentuknya manusia Islam yang
berkepribadian sesuai dengan nilai-nilai agama Islam sebagai tujuan
akhir dari pendidikan Islam.

Berbicara tentang pendidikan Islam di Indonesia sangat erat
hubungannya dengan sejarah kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia.
Sebagaimana pendapat Yunus yang menjelaskan bahwa sejarah
pendidikan Islam di Indonesia sama tuanya dengan masuknya agama

2 Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam, (Bandung: Kencana, 2007 ), hal. 346-
347.

3 Mustafa dan Abdullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 1997), hal. 112-114.
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tersebut ke Indonesia. Dalam perjalanan yang panjang itupun sejarah
pendidikan Islam selalu mengalami pasang surut dalam babakan yang
berbeda-beda dengan mengikuti situasi dan kondisi perjalanan tersebut.

PEMBAHASAN

1. Kebijkan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama Islam
pada masa Orde Baru

Undang-undang pendidikan dari zaman dahulu sampai sekarang
tampaknya masih terdapat dikotomi pendidikan. Di mana bila dicermati
bahwa undang-undang pendidikan nasional masih membeda-bedakan
antara pendidikan umum dan agama, padahal bila digabungkan antara
ilmu agama dan ilmu umum justru akan menciptakan kebersamaan
dan juga mampu menciptakan kehidupan yang harmonis, serasi dan
seimbang.

Prioritas pendidikan Islam harus diarahkan pada empat hal,
sebagai berikut :

a. Pendidikan Islam bukanlah hanya untuk mewariskan faham atau
polah keagamaan hasil internalisasi generasi terhadap anak didik.

b. Pendidikan hendaknya menghindari kebiasaan mengunakan
andai-andaian model yang diidealisir yang sering kali membuat
kita terjebak dalam romantisme yang berlebihan.

c. Bahan-bahan pengajaran agama hendaknya selalu dapat
mengintegrasikan problematik empirik disekitarnya.

d. Perlunya dikembangkan wawasan emansipatoris dalam proses
mengajar agama.”

Pada masa ini, kebijakan sistem pendidikan nasional didasarkan
pada Tap MPRS No.27, pasal 1 tanggal 5 Juli 1966; yang menetapkan
bahwa "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib
diikuti oleh setiap murid/mahasiswa sesuai dengan agamanya masing-
masing".Pada pasal 4 TAP MPRS ini menyebutkan bahwa isi pendidikan
untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan adalah:

a. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat

4 Haidar Putra, "Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara”. (Jakarta: PT.
Rineka Cipta., 2009), Cet. Ke- 45.
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keyakinan beragama.
b. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.
c. Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Dilihat dari legalitas hukum penyelenggaraan Pendidikan Agama
Islam pada sekolah umum, mengalami proses yang panjang yaitu sejak
masa pasca kemerdekaan hingga ditetapkan undang-undang no. 2 Tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam proses mendapatkan
legalitas hukum atas pelaksanaan pendidikan agama sejak kurun
kemerdekaan, terjadi tarik menarik antara kelompok yang pro karena
menganggap PAI penting diberikan di Sekolah/Perguruan Tinggi, dan
mereka yang kontra karena mengganggp tidak penting dan cukup
diganti dengan pendidikan budi pekerti.

Semenjak awal kemerdekaan sampai masa orde baru, pelaksanaan
PAI di sekolah selalu masuk dalam agenda pembahasan atau atas
dasar kemauan politik tokoh-tokoh nasional. Hal ini dikarenakan,
setiap keputusan tentang pelaksanaan PAI pada dasarnya merupakan
keputusan politik. Hasil penelusuran dokumen-dokumen penting yang
berhubungan dengan pelaksanaan agama di sekolah umum dari masa
pasca kemerdekaan hingga tahun 1990, yaitu :°

a. Rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP)
taggal 27 Desember 1945 antara lain merekomensasikan agar
pendidikan agama mendapat tempat pada kurikulum, yang harus
diatur secara seksama dan mendapat perhatian semestinya dengan
tidak mengurangi kemerdekaan.

b. Perguruan Agama Islam atau Madrasah dan Ponpes mendapat
perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan
material dari pemerintah.

Pendidikan Agama Islam sejak UU No. 2 Tahun 1989 sampai
lahirnya kurikulum 1994
a. Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum pada dasarnya telah
mendapat respon yang positif, dengan dikeluarkannya Undang-
undang No.2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional (UUSPN)),

5 Azyumardi Azra, “Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi”. (Tangerang: PT.
Logos Wacana Ilmu, 2000), t.t.
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dimana didalamnya diperkenalkan dua Istilah, yaitu Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan.

b. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang diselenggarakan di
sekolah umum, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

c. Pendidikan Keagamaan adalah lembaga pendidikan Islam atau
satuan pendidikan Islam yang lazim dinamakan dengan perguruan
agama. Pendidikan Keagamaan merupakan pendidikan yang
mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan
yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran
agama yang bersangkutan.’

Karakteristik kurikulum Pendidikan Agama Islam Tahun 1994
antara lain:

a. Materi atau bahan kajian yang masing-masinng sesuai dengan
tingkat atau jenjang satuan pendidikan.

b. Pilihan bahan kajian untuk semua jenjang pendidikan yang
essensial dan sesuai dengan tingkat perkembangan jiwa.

c. Aspek-aspek pemahaman keagamaan kilath dihilangkan.

d. Materi atau bahan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif,
psikomotorik.

e. Pokok bahasan atau kajian PAI diorientasikan untuk berpadu
dengan bidang studi yang lain.

2. Lembaga Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

a. Madrasah
1) Penegerian Madrasah Swasta

Pada tahun 1967 terbuka kesempatan untuk menegerikan
madrasah swasta untuk semua tingkatan, Madrasah Ibtidayah Negeri
(MIN), Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri (MTsIN) dan Madrasah
Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Namun ketentuan itu hanya
berlangsung 3 tahun, dan dengan alasan pembiayaan dan fasilitas yang
sangat terbatas, maka keluarnya Keputusan Menteri Agama No. 213

6 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2001), hal. 55.
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tahun 1970 tidak ada lagi penegerian bagi madrasah madrasah swasta.
Namun kebijakan tersebut tidak berlangsung lama, memasuki tahun
2000 kebijakan penegerian dimunculkan kembali.”

2) Kesejajaran Madrasah dan Sekolah Umum

Lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No. 6 tahun
1975 dan No. 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang Peningkatan Mutu
Pendidiikan pada Madrasah. SKB ini muncul dilatar belakangi bahwa
setiap waganegara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang
sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan dan pengajaran yang sama, sehingga lulusan madrasah yang
ingin melanjutkan, diperkenankan melanjutkan ke sekolah-sekolah umum
yang setingkat di atasnya. Dan bagi siswa madrasah yang ingin pindah
sekolah dapat pindah ke sekolah umum setingkat. Ketentuan ini berlaku
mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi.
Dalam SKB tersebut disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan
madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran
agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-
kuranya 30 % disamping mata pelajaran umum, meliputi Madrasah
Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah
setingkat SMP dan Madrasah Aliyah setingkat SMA.
SKB ini juga menetapkan hal-hal yang menguatkan posisi madrasah
pada lingkungan pendidikan, diantaranya :
a) ljazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah
umum yang setingkat.
b) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat
lebih diatasnya.
¢) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.
d) Pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama
dilakukan Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan
mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta
Menteri Dalam Negeri.

7 Departemen Agama RI. “Sejarah Madrasah di Indonesia”. (Jakarta: Dirjen
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2004).
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b. Pondok Pesantren

Perkembangan pendidikan Pondok Pesantren pada periode Orde
Baru, seakan tenggelam eksistensinya karena seiring dengan kebijakan
pemerintah yang kurang berpihak pada kepentingan ummat Islam.

Setitik harapan timbul untuk nasib umat Islam setelah terjadinya era
reformasi, pondok pesantren mulai berbenah diri lagi dan mendapatkan
tempat lagi dikalangan pergaulan nasional. Salah satunya adalah
pendidikan Pondok Pesantren diakui oleh pemerintah menjadi bagian
dari sistem pendidikan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pondok pesantren tidak lagi
dipandang sebagai lembaga pendidikan tradisional yang illegal, namun
pesantren diakui oleh pemerintah sebagai lembaga pendidikan yang
mempunyai kesetaraan dalam hak dan kewajibannya dengan lembaga
pendidikan formal lainnya.

Peluang tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal
oleh seluruh Pondok Pesantren, agar dapat meningkatkan kembali
peranannya dalam sistem pendidikan nasional. Namun yang terjadi
peluang tersebut belum memberikan respon positif kearah peningkatan
kualitas pendidikannya, salah satunya dapat diidentifikasikan bahwa
hanya segelintir kecil saja masyarakat yang ingin menitipkan anaknya
untuk dididik dilembaga pendidikan pondok pesantren, dibanding ke
sekolah-sekolah umum. Ketimpangannya cukup besar, mungkin hanya
10% nya saja anak-anak Indonesia yang mengenyam pendidikan di
pondok pesantren dan selebihnya mereka mengenyam pendidikan
disekolah-sekolah umum.

c. Perguruan Tinggi Agama Islam

IAIN sebagai salah satu bagian dari PTAI, merupakan bagian
dari salah satu sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia. [AIN
di dirikan pada awal tahun 1960 sebagai suatu respon atas kebutuhan
pemerintah akan tenaga pendidik yang ahli di bidang ilmu-ilmu
keislaman, untuk mengembangkan sistem pendidikan madrasah.
Akhirnya dalam perkembangan nya [AIN jumlahnya semakin bertambah
dan berkembang.

Perkembangannya sejak masa orde baru bukan saja pada aspek
fisiknya tetapi juga pada aspek tenaga pendidik atau dosennya, baik
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secara kualitatif maupun kuantitatif. Sejalan dengan kebutuhan
masyarakat Islam akan Ilmu dan pengetahuan serta teknologi peran
perguruan tinggi agama Islam semakin bertambah, oleh karenan itu
beberapa tahun ini beberapa [AIN telah berkembang menjadi universitas
Islam. Dimana dalam pelayanannya, selain memberi pendidikan bidang
studi keagamaan juga memberikan pelayanan pendidikan umum. Saat
ini Perguruan Tinggi Agama Islam telah tersedia 15 IAIN, 6 UIN dan 31
STAIN. Untuk melakukan Koordinasi Pembinaan dan Peningkatan Mutu
Pendidikan pada Perguruan Agama Islam secara struktural sekarang
ditangani oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

3. Sejarah Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
di masa Orde Baru

Sejak Departemen Agama berdiri tanggal 3 Januari 1946,
pendidikan Islam pada masa orde lama yaitu pengembangan dan
pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum ditangani
oleh suatu bagia khusus yang mengurus masalah pendidikan agama
yaitu bagian pendidikan agama, yang bertugas :

a. Memberi pengajaran agama di sekolah negeri.
b. Memberi pengetahuan umum di madrasah.
c. Mengadakan Pendidikan Guru Agama serta Pendidikan Hakim

Islam Negeri.*

Tahun 1950 selanjutnya "Bagian Pendidikan" yang berkembang
menjadi "Jawatan Pendidikan Agama" di Departemen Agama, dengan
fokus pekerjaan tetap pada 3 aspek, yaitu memberi pengajaran pada
sekolah negeri, memberi pengetahuian umum di madrasah dan
mengadakan pendidikan guru agama serta pendidikan hakim Islam
negeri.

Selanjutnya Jawatan Pendidikan Agama berkembang lebih lanjut
dan akhirnya menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam pada tahun 1968 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974
tentang Susunan Organisasi Departemen, yang selanjutnya dilaksanakan
dengan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan

8 Mustafa dan Abdullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Bandung: CV
Pustaka Setia, 1997), hal. 145
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Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, terjadi perubahan
susunan organisasi kelembagaan di lingkungan Departemen Agama.
Kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama
Nomor 6 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Agama Sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden
Nomor 30 Tahun 1978. Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
terdiri dari :
a. Sekretariat Direktorat Jenderal
b. Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
Umum Negeri
c. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam
d. Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam
e. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

4. Kebijakan Pemerintah Tentang Kurikulum Pendidikan
Agama Islam Pada Masa Orde Baru

a. Lahirnya Kurikulum 1984

Pada tahun 1984 dikeluarkan SKB 2 Menteri, Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, Menteri Agama tentang Pengaturan Pembakuan
Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. Lahirnya SKB
tersebut dijiwai oleh Ketetapan MPR No. II/TAP/MPR/1983 tentang
perlunya Penyesuaian Sistem Pendidikan, sejalan dengan kebutuhan
pembangunan disegala bidang, antara lain dengan melakukan perbaikan
kurikulum sebagai salah satu di antara pelbagai upaya perbaikan
penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah.’

Sehingga sebagai tindak lanjut SKB 2 Menteri tersebut lahirlah
"Kurikulum 1984" untuk madrasah, yang tertuang dalam Keputusan
Menteri Agama No. 99 tahun 1984 untuk Madrasah Ibtidaiyah, No.
100/1984 untuk Madrasah Tsanawiyah dan No. 101 Tahun 1984 untuk
Madrasah Aliyah.

Di antara rumusan kurikulum 1984 adalah memuat hal-hal
strategis, diantaranya :

a. Program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTs, dan MA)

9 Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan. Loc.Cit.
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tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan intra kurikuler dan ekstra
kurikuler baik dalam program inti maupun program pilihan.
b. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan
keserasian antara cara seseorang belajar dan apa yang dipelajarinya.
c. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh
untuk keperluan peningkatan proses dan hasil belajar serta
pengelolaan program.

b. Lahirnya MAPK

Dengan dilatarbelakangi akan kebutuhan tenaga ahli di bidang
agama Islam ("ulama") dimasa mendatang sesuai dengan tuntutan
pembangunan nasional, maka dilakukan usaha peningkatan mutu
pendidikan pada Madrasah Aliyah. Lebih lanjut dibentuklah Madrasah
Aliyah  Pilihan IImu-Ilmu Agama (MAPK) dengan berdasarkan
persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Kekhususan MAPK ini adalah
komposisi kurikulum 65 studi agama dan 35 pendidikan dasar umum.
Sasarannya adalah penyiapan lulusan yang mampu menguasai ilmu-ilmu
agama yang nantinya menjadi dasar lulusan untuk terus melanjutkan ke
jenjang yang lebih tinggi bidang keagamaan dan akhirnya menjadi calon
ulama yang baik. Selanjutnya MAPK berganti nama menjadi Madrasah
Aliyah Keagamaan (MAK). Namun lebih lanjut program ini kurang
mendapat perhatian dari pemerintah sehingga nasibnya sampai hari ini
belum jelas keberadaannya.

c. Lahirnya UU No, 2 Tahun 1989

Lahirnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 27 Maret 1989,
memberikan perbedaan yang sangat mendasar bagi pendidikan agama.
Pendidikan agama tidak lagi diberlakukan berbeda untuk negeri dan
swasta, dan sebagai konsekuensinya diberlakukan Peraturan Pemerintah
sebagai bentuk operasional undang-undang tersebut, yaitu PP 27/1990
tentang Pendidikan Pra Sekolah, PP 28/1990 tentang Pendidikan Dasar,
PP. 29/1990 tentang Pendidikan Menengah, PP. No. 30/1990 tentang
Pedidikan Tinggi (disempurkankan dengan PP.22/1999). Semua itu
mengatur pelaksanaan pendidikan agama di lembaga umum.
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UU dan peraturan pemerintah tersebut telah memberi dampak
positif bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sejak diberlakukan UU
No. 2 Tahun 1989 tesebut lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi
bagian integral (sub-sistem) dari sistem pendidikan nasional. Sehingga
dengan demikian, kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-
lembaga pendidikan Islam adalah sebangun dengan kebijakan dasar
pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan nasional secara
keseluruhan.

UU ini juga telah memuat ketentuan tentang hak setiap siswa untuk
memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.
Namun, SD, SLTP, SMU, SMK dan SLB yang berciri khas berdasarkan
agama tertentu tidak diwajibkan menyelenggarakan pendidikan agama
lain dari agama yang menjadi ciri khasnya. Inilah poin pendidikan yang
kelak menimbulkan polemik dan kritik dari sejumlah kalangan, dimana
para siswa dikhawatirkan akan pindah agama (berdasarkan agama
Yayasan/Sekolah), karena mengalami pendidikan agama yang tidak
sesuai dengan agama yang dianutnya. Kritik itu semakin kencang, dengan
keluarnya Peraturan Pemerintah, No. 29/1990, yang secara eksplisit
menyatakan bahwa sekolah-sekolah menengah dengan warna agama
tertentu tidak diharuskan memberikan pelajaran agama yang berbeda
dengan agama yang dianutnya.UU No. 2 tahun 1989 itu dan peraturan
pemerintah tersebut dinilai oleh sebagian kalangan sebagai UU yang
tidak memberikan ruang dialog keagamaan di kalangan siswa. la juga
memberikan peran tidak langsung kepada sekolah untuk mengkotak-
kotakkan siswa berdasarkan agama.

d. Lahirnya Kurikulum 1994

Pada tahun 1994, kebijakan kurikulum pendidikan agama juga
ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran
wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Pada jenjang pendidikan SD,
terdapat 9 mata pelajaran, termasuk pendidikan agama. Di SMP struktur
kurikulumnya juga sama, dimana pendidikan agama masuk dalam
kelompok program pendidikan umum. Demikian halnya di tingkatan
SMU, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program
pengajaran umum bersama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum.
Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, IPA
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(Fisika, Biologi, Kimia), IPS (Ekonorni, Sosiologi, Geograﬁ) dan
Pendidikan Seni.

Dari sudut pendidikan agama, Kurikulum 1994, hanyalah
penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi
jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa,
sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sampai tahun 1998, pendidikan
di Indonesia, masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989, dan
kuriklum 1994. Tumbangnya rezim orde baru menggulirkan gagasan
reformasi sekitar tahun 1998, yang salah satu agendanya adalah
perubahan dan pembaruan dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang
menjadi tema kritik para pemerhati pendidikan dan diharapkan oleh
banyak pihak.

KESIMPULAN

Berbicara tentang pendidikan Islam di Indonesia sangat erat
hubungannya dengan sejarah kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia.
Sebagaimana pendapat Yunus yang menjelaskan bahwa sejarah
pendidikan Islam di Indonesia sama tuanya dengan masuknya agama
tersebut ke Indonesia. Dalam perjalanan yang panjang itupun sejarah
pendidikan Islam selalu mengalami pasang surut dalam babakan yang
berbeda-beda dengan mengikuti situasi dan kondisi perjalanan tersebut.

Kebijakan sistem pendidikan nasional pada masa orde baru
didasarkan pada Tap MPRS No.27, pasal 1 tanggal 5 Juli 1966; yang
menetapkan bahwa "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok
dan wajib diikuti oleh setiap murid/mahasiswa sesuai dengan agamanya
masing-masing"Pada pasal 4 TAP MPRS ini menyebutkan bahwa isi
pendidikan untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan adalah:

1. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat
keyakinan beragama.

2. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.

3. Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.]
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